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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya alam (SDA) memiliki peran sebagai basis fundamental dalam 

upaya pembangunan nasional. Keberadaan SDA ini menjadi sangat strategis, 

khususnya bagi negara-negara yang dianugerahi kekayaan sumber energi yang 

melimpah, seperti Indonesia. Di antara berbagai jenis sumber daya, minyak bumi 

menempati posisi strategis karena perannya tidak hanya sebagai bahan bakar 

utama, tetapi juga sebagai penopang ekonomi nasional. Eksplorasi dan eksploitasi 

minyak bumi telah berlangsung sejak masa kolonial, dan hingga kini tetap menjadi 

sektor yang menyumbang pendapatan besar bagi negara serta menopang kebutuhan 

industri dan rumah tangga.  

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memberikan kontribusi fiskal yang 

signifikan bagi negara, yang terbukti dari realisasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) tahun 2023. PNBP migas tercatat mencapai sebesar Rp117 triliun 

atau melampaui 113% dari target Rp103,6 triliun.1 Meski demikian, angka tersebut 

menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp148 triliun, 

dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang rata-rata 

hanya US$78,43 per barel.2 Di tengah kontribusi ekonomi yang substansial ini,

 
1 Direktorat Jenderal Migas, “Capaian Ditjen Migas 2023: Tingkatkan Jaminan Pasokan 

Energi, PNBP dan Pemanfaatan Gas Domestik Berhasil Lampaui Target”, 

https://migas.esdm.go.id/post/capaian-ditjen-migas-2023-tingkatkan-jaminan-pasokan-energi 

pnbp-dan-pemanfaatan-gas-domestik-berhasil-lampaui-target, (diakses 26 Oktober 2025, pukul 

16:15 WIB) 
2 DDTCNews, “PNBP Sektor Migas 2023 Menyusut, Anjloknya ICP Ikut Berpengaruh”, 

https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800078/pnbp-sektor-migas-2023-menyusut-anjloknya-icp 

ikut-berpengaruh, (diakses 24 Oktober 2025, pukul 09:15 WIB) 
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praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) muncul sebagai ancaman 

multidimensi yang merugikan negara secara ekonomi, ekologis, dan sosial. 

Konteks masalah ini terfokus secara signifikan pada Kabupaten Musi 

Banyuasin, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2024 teridentifikasi memiliki lebih 

dari 10.000 sumur minyak ilegal.3 Aktivitas pengeboran ini dilakukan tanpa izin 

resmi, mengabaikan standar keselamatan dan lingkungan, sehingga kerap 

menyebabkan insiden fatal dan pencemaran yang meluas. Kerugian negara akibat 

praktik ini diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Lebih lanjut, illegal 

drilling juga menimbulkan implikasi hukum pidana yang kompleks, terutama 

dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap berbagai pihak yang 

terlibat.4 

Sebagai ilustrasi konkret, pada tanggal 09 September 2025, dilaporkan 

terjadi kebakaran hebat di salah satu lokasi pengeboran minyak ilegal  

di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 

Insiden tragis tersebut mengakibatkan dua pekerja lapangan meninggal dunia dan 

tiga korban lainnya menderita luka bakar serius. Peristiwa ini menjadi sorotan 

publik dan memicu proses peradilan pidana, mengingat aktivitas pengeboran 

dilakukan tanpa izin resmi dan melibatkan sejumlah pekerja yang direkrut secara 

 
3 Aji YK Putra, “Ada 10.000 Sumur Minyak Ilegal, Kerusakan Lingkungan Ancam 

Muba,” Kompas, 17 Mei 2024, https://regional.kompas.com/read/2024/05/17/151540978/ada 

10000-sumur-minyak-ilegal-kerusakan-lingkungan-ancam-muba, (diakses 24 Oktober 2025, pukul 

10:20 WIB) 
4 Taufik Wijaya, “Illegal Drilling di Musi Banyuasin: Rusak Lingkungan dan Rugikan 

Negara”, https://www.mongabay.co.id/2024/09/06/illegal-drilling-di-musi-banyuasin-walhi-rusak 

lingkungan-dan-rugikan-negara, (diakses 26 Oktober 2025, pukul 14:20 WIB) 
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informal oleh pemilik modal atau pemilik lahan.5 

 Dalam konteks penegakan hukum, proses peradilan yang mengacu pada 

kasus pengeboran minyak ilegal di Musi Banyuasin menggambarkan tantangan 

dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Triwantono dijerat 

dengan Pasal 52 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP sebagai pelaku yang turut serta (Medeplegen), adalah pekerja lapangan. 

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 

35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Meskipun dakwaan mengindikasikan 

keterlibatan pihak lain, seperti Sdr. Subhan selaku pemilik sumur dan pemberi upah, 

proses pembuktian di persidangan tidak berhasil mengungkap secara tuntas peran 

aktor intelektual yang memerintah dan mengendalikan operasi pengeboran. Putusan 

Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 menjadi representasi 

yuridis dari tantangan tersebut, khususnya terkait posisi hukum pelaku dan 

keterbatasan pembuktian terhadap pihak yang berada di balik layar.6 Secara yuridis, 

pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur 

bahwa pertanggungjawaban pidana harus dikenakan tidak hanya diberikan kepada 

pelaku utama (Pleger), tetapi juga kepada pihak yang menyuruh, membantu, atau 

turut serta (Medeplegen) dalam tindak pidana. Namun, fenomena yang sering 

terjadi dalam praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara 

norma hukum dan implementasinya. Dalam banyak kasus, hanya pelaku lapangan 

 
5 Rio Roma Dhoni, “Sumur Minyak Ilegal di Muba Terbakar, 2 Orang Tewas-3 Kritis”, 

Detik Jateng, 9 September 2025, (diakses 28 Oktober 2025, pukul 11:30 WIB) 
6 Pengadilan Negeri Sekayu, “Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025/PN Sky, perkara atas 

nama Triwantono als Iwan Bin Romli”, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, (diakses 01 Oktober 2025, pukul 19:45 WIB) 
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yang dijerat pidana, sementara pihak yang memerintah, membiayai, atau 

mengendalikan kegiatan ilegal tersebut luput dari proses hukum.7 

Kesenjangan antara das sollen (norma hukum yang menghendaki 

pertanggungjawaban) menyeluruh dan das sein (kenyataan praktik yang seringkali 

hanya menjerat pelaku lapangan) memperlihatkan urgensi dilakukannya penelitian 

ini. Analisis yuridis mendalam terhadap penerapan Pasal 55 KUHP dalam kasus 

pengeboran minyak ilegal sangat dibutuhkan, terutama evaluasi terhadap 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis yuridis yang 

mendalam dan kontekstual terhadap Putusan Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik, mengingat sebagian 

besar studi terdahulu belum secara spesifik membahas dan menganalisis hubungan 

hukum antara pelaku lapangan dan pihak yang memerintah dalam praktik 

pengeboran ilegal berbasis studi kasus putusan pengadilan. Dengan mengangkat 

kasus konkret dan pendekatan reflektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

perspektif baru dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih 

menyeluruh, berkeadilan, dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi pelaku. 

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang masalah dan urgensi 

penegakan hukum, penelitian ini dipandang krusial untuk mengkaji lebih lanjut 

praktik illegal drilling minyak bumi. Kajian ini secara spesifik akan 

 
7 Renata Christha Auli, “Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.” 

Hukumonline (2023). https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-

dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/, (diakses 26 Oktober 2025, pukul 15:15 WIB) 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/
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menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di lapangan, 

yang kemudian dirumuskan secara terperinci pada bagian Rumusan Masalah. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam praktik illegal 

drilling minyak bumi? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 terhadap pelaku lapangan yang turut 

serta (Medeplegen) dalam praktik illegal drilling minyak bumi? 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup kajian yang difokuskan pada 

analisis hukum pidana dalam konteks praktik illegal drilling minyak bumi, yang 

terbagi dalam dua dimensi utama: kajian teoretis-normatif dan analisis studi 

kasus konkret. Secara teoretis, penelitian ini mendalami analisis doktrin 

pertanggungjawaban pidana, dengan penekanan pada kajian asas penyertaan 

(Deelneming), khususnya bentuk turut serta melakukan (Medeplegen) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), dan didukung analisis landasan hukum sektoral terkait tindak 

pidana illegal drilling. Sementara itu, ruang lingkup objek penelitian diarahkan 

pada Studi Kasus Tunggal Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 

273/Pid.Sus-LH/2025/PN Sky. Analisis putusan tersebut secara spesifik 

mengkaji konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menilai hubungan 
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antara pelaku lapangan (pekerja) dan pihak yang memerintah (aktor 

intelektual/pemodal), bertujuan untuk menelaah penerapan Pasal 55 KUHP 

secara kontekstual dan menyeluruh terhadap pelaku yang berada pada hierarki 

bawah serta menguji keselarasan putusan dengan asas keadilan hukum pidana. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini 

diformulasikan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk serta landasan hukum 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku praktik illegal drilling 

minyak bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

nasional. 

2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji ratio decidendi (dasar 

pertimbangan hukum) Majelis Hakim yang digunakan dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025, khususnya 

dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

lapangan yang berkedudukan sebagai pihak yang turut serta 

(Medeplegen) dalam praktik illegal drilling. 

Secara garis besar, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi 

menjadi dua dimensi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menyediakan kontribusi doktrinal terhadap pengembangan ilmu 

hukum pidana, khususnya terkait diskursus pertanggungjawaban 
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pidana dan ajaran penyertaan (deelneming) pada tindak pidana di 

bidang minyak dan gas bumi. 

b. Menjadi referensi akademis bagi peneliti selanjutnya, khususnya  

hukum normatif-empiris yang berbasis pada analisis putusan 

pengadilan (case study). 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penegak Hukum : Memberikan  kontribusi pemikiran bagi 

aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) dalam 

membedakan kualifikasi peran serta pertanggungjawaban pidana 

antara aktor intelektual (pleger/doenpleger) dan pelaku lapangan 

pada tindak pidana illegal drilling. 

b. Bagi Perumus Kebijakan : Menyediakan bahan evaluasi dan 

masukan konstruksi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan 

formulasi hukum pidana yang lebih efektif untuk menanggulangi 

praktik penambangan minyak tanpa izin. 

c. Bagi Masyarakat dan Akademisi : Memberikan edukasi hukum 

mengenai risiko yuridis dari praktik illegal drilling serta 

memperkaya literatur bagi rekan-rekan mahasiswa hukum yang 

mengkaji persoalan serupa. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual memiliki peran vital dalam penelitian ini, yaitu 

untuk memastikan keseragaman penafsiran (atau klarifikasi terminologi) dan 

meminimalisir ambiguitas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, 
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khususnya yang terdapat dalam judul penelitian. Oleh karena itu, penjelasan 

konsep-konsep tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban Pidana (Toerekenbaarheid atau Criminal 

Responsibility) adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang 

berfungsi sebagai jembatan logis antara perbuatan pidana (strafbaar feit) 

dengan penjatuhan sanksi pidana (straf).8 

Intinya, pertanggungjawaban pidana merupakan proses yuridis untuk 

menetapkan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas delik yang 

dilakukannya. Prinsip ini berlandaskan pada Asas Tiada Pidana Tanpa 

Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), yang mengharuskan adanya 

kesalahan (baik berupa kesengajaan [dolus] maupun kelalaian [culpa]) pada 

diri pelaku sebagai syarat utama sebelum konsekuensi hukum dapat 

diberlakukan.9 

2. Pengeboran minyak ilegal (Illegal Drilling) 

Pengeboran sumur minyak ilegal (illegal Drilling) merujuk pada aktivitas 

eksploitasi sumur minyak bumi yang dilakukan tanpa kepemilikan izin 

resmi dari Pemerintah. Kegiatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana 

karena tidak hanya bertentangan dengan regulasi, tetapi juga ditandai 

dengan penggunaan metode tradisional yang berisiko tinggi terhadap 

keselamatan dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang 

 
8 Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT 

Nusantara Persada Utama), hlm. 67. 
9 Imron Rosyadi, 2017, Hukum Pidana, (Surabaya: Revka Prima Media). hlm. 89-90. 
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masif. 

3. Minyak Bumi 

Minyak Bumi didefinisikan sebagai produk alamiah dari proses geologis 

kompleks yang menghasilkan campuran rumit senyawa hidrokarbon, sering 

kali disertai zat non-hidrokarbon lainnya. Secara fisik, substansi ini 

umumnya berwujud fasa cair maupun padat pada kondisi standar tekanan 

dan temperatur atmosfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2001 tentang Migas, Minyak Bumi termasuk dalam kategori sumber daya 

alam strategis yang pengusahaannya mulai dari eksplorasi hingga 

eksploitasi harus dikelola secara terpusat oleh Negara untuk kemakmuran 

rakyat.10  

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap sejumlah studi 

terdahulu yang relevan guna memperkuat landasan konseptual penelitian ini, 

khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam konteks 

praktik illegal drilling. Hasil penelahaan tersebut disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Review Studi Terdahulu 

No Penulis 

& Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Sunarto, 

Ridhah Taqwa, 

dan Zulfikri 

Suleman 

(2024). 

[Jurnal] 

Konflik dalam Praktek 

Pengeboran Minyak 

Ilegal (Illegal Drilling) 

di Desa Keban 1 

Kecamatan Sanga Desa 

Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

praktik illegal drilling di Desa Keban 1 

dipicu oleh faktor ekonomi akibat 

rendahnya harga komoditas 

perkebunan, yang kemudian memicu 

terjadinya konflik vertikal dan 

horizontal. Konflik vertikal terjadi 

antara masyarakat penambang dengan 

aparat penegak hukum dan pemerintah 

 
10 Dani Yudanto Eka Mulya Ade, 2023, Dasar-Dasar Teknik Perminyakan, (Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, hlm. 12-16. 
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akibat kebijakan pelarangan tanpa 

solusi lapangan kerja alternatif, 

sementara konflik horizontal muncul 

antar sesama warga terkait sengketa 

lahan, ketidakjujuran bagi hasil, serta 

dampak pencemaran lingkungan. 

Penyelesaian konflik tersebut 

cenderung dilakukan melalui mediasi 

non-formal di tingkat desa karena para 

pihak menyadari bahwa aktivitas 

mereka berada di luar koridor hukum 

(ilegal). 

2. Aditya Rezeki 

Ramadhan, 

Joko 

Sriwidodo, & 

Kristiawanto 

(2021). 

[Jurnal] 

Pertanggungjawaban 

Pidana Illegal Minyak 

Dan Gas Bumi Oleh 

Nakhoda/Crew Kapal 

Dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia. 

Peneltian ini menganalisis penegakan 

hukum dan pertanggungjawaban pidana 

terhadap nahkoda dan awak kapal yang 

terlibat dalam pengangkutan minyak 

bumi ilegal secara tapa izin 

(pelanggaran UU Migas). Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa sanksi 

pidana yang dijatuhkan sat ini belum 

memberikan kontribusi besar dalam 

menekan angka pelanggaran di sektor 

migas karena masih adanya celah 

hukum dalam regulasi dan kendala 

dalam proses pembuktian di lapangan. 

Pertanggungjawaban pidana dalam 

konteks ini dibatasi pada peran nahkoda 

dan kru sebagai subjek hukum yang 

melakukan atau membantu terjadinya 

tindak pidana transportasi minyak tanpa 

izin usaha yang sah. 

3. Ganda Gerhana 

Putera, 

Muhammad 

Yahya Selma, 

& HKN. 

Sofyan Hasan 

(2022). 

[Jurnal] 

Tanggungjawab 

Penyidik Unit Pidana 

Khusus Satuan Reserse 

Kriminal Kepolisian 

Resor Musi Banyuasin 

Dalam Menangani 

Kejahatan Illegal 

Drilling. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

upaya yang dilakukan oleh penyidik 

Polres Musi Banyuasin dalam 

menangani illegal drilling meliputi 

upaya preventif (sosial dan himbauan) 

serta upaya refresif (penegakan 

hukum/penyidikan). Tanggung jawab 

penyidik difokuskan pada pemenuhan 

berkas perkara sesuai UU Migas, 

meskipun dalam pelaksanaannya 

menghadapi kendala besar seperti 

keterbatasan personel, luasnya wilayah 

geografis, hingga belum adanya aturan 

turunan yang kuat untuk penutupan 

sumur-sumur ilegal secara permanen. 

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan akademik (research gap) dengan 

menyajikan analisis yuridis yang mendalam dan kontekstual terhadap kasus 

illegal drilling minyak bumi. Perbandingan kritis antara penelitian ini dengan 

studi-studi terdahulu yang relevan menunjukkan adanya kebaruan (novelty) 
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yang signifikan, yang terletak pada objek kajian, lingkup hukum, dan 

kedalaman pendekatan yang digunakan. 

Perbedaan mendasar ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perbandingan dengan studi Sunarto, Ridhah Taqwa, zulkifri Suleman 

(2024) 

a. Fokus studi terdahulu: Penelitian Sunarto dkk. (2024) memberikan 

landasan empiris mengenai dinamika sosial dan konflik yang muncul 

akibat praktik illegal drilling di Desa Keban 1, Musi Banyuasin. Fokus 

utama penelitian tersebut adalah pada tinjauan sosiologis mengenai 

konflik vertical (Masyarakat vs aparat/pemerintah) dan konflik 

horizontal (antarwarga/penambang) serta pola penyelesaian sengketa di 

luar jalur hukum formal. 

b. Kebaruan penelitian ini: Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi 

Sunarto dkk. Terletak pada paradigma dan objek formal yang 

digunakan. Jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan 

sosiologi konflik, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normative dan sosiologi hukum yang berfokus pada 

pertanggungjawaban pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada 

analisis mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 

273/Pid.Sus-LH/2025, di mana penulis membedah bagaimana norma 

hukum pidana diterapkan secara konkret oleh hakim terhadap pelaku 

illegal drilling di wilayah yang sama (Musi Banyuasin). Selain itu, 

penelitian ini mengisi celah yang tidak dibahas dalam studi terdahulu, 
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yaiutu mengenai efektivitas penegakan hukum pidana dan penerapan 

sanksi bagi para pelaku tindak pidana minyka bumi dari perspektif 

yurisprudensi. 

2. Perbandingan dengan studi Aditya Rezeki Ramadhan, dkk. (2021) 

a. Fokus studi terdahulu: Penelitian Ramadhan dkk. (2021) berfokus pada 

pertanggungjawaban pidana dalam ranah distribusi atau pengangkutan 

minyak bumi ilegal yang dilakukan oleh subjek hukum spesifik, yaitu 

nahkoda dan awak kapal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan melihat bagaimana UU Migas diterapkan pada 

tindakan pengankutan tanpa izin di wilayah perairan/laut. 

b. Kebaruan penelitian ini: kebaruan penelitian penulis terletak pada fokus 

objek kegiatan dan lokasi (locus delicti). Jika penelitian ini Ramadhan 

dkk. berfokus pada sektor hilir (pengangkutan/distribusi lewat kapal), 

penelitian penulis berfokus pada sektor hulu yaitu praktik pengeboran 

(drilling) yang terjadi di darat, khususnya di wilayah hukum Kabupaten 

Musi Banyuasin. Selain itu, perbedaan signifikan terletak pada sumber 

data primer; penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri 

Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 sebagai basis analisis utama untuk 

menguji bagaimana hakim mengkonstruksikan pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku pengeboran ilegal di lapangan, yang memberikan 

gambaran yurisprudensi terbaru dibandingkan studi terdahulu yang 

bersifat umum. 
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3. Perbandingan dengan studi Ganda Gerhana Putera, dkk. 

a. Focus studi terdahulu: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yang menitikberatkan pada kinerja dan tanggungjawab aparat 

penegak hukum (khususnya penyidik Kepolisian) di Tingkat pra-

ajudikasi (penyidikan). Fokusnya adalah bagaimana proses hukum 

dimulai di lapangan dan kendala teknis yang dihadapi Kepolisian Resor 

Musi Banyuasin dalam memberantas illegal drilling. 

b. Kebaruan Penelitian ini: Kebaruan penelitian penulis terletak pada objek 

kajian yang berada di tahap ajudikasi (persidangan). Jika penelitian 

Ganda Gerhana Putera dkk. melihat dari sisi kepolisian, penelitian 

penulis melihat dari sisi yudisial (Hakim) melalui analisis terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 272/Pid.Sus-LH/2025. 

Penelitian ini melengkapi studi terdahulu dengan cara menguji apakah 

proses penyidikan yang dilakukan kepolisian berhasil dibuktikan di 

persidangan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut 

akhirnya dikonstruksikan oleh hakim dalam sebuat putusan yang 

berkekuatan hukum tetap.  

G. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan 

normatif - empiris (yuridis-sosiologis). Pendekatan kombinasi ini 

dipilih karena penelitian ini bertitik tolak pada analisis hukum positif 

(normatif) khususnya terhadap peraturan perundang-undangan dan 
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putusan pengadilan yang kemudian diperkaya dan diuji konteksnya 

melalui data yang diperoleh dari lapangan (empiris) sebagai data 

pendukung. 

b. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Melakukan 

telaah sistematis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan 

yang relevan, terutama yang mengatur tentang kegiatan illegal 

drilling serta landasan hukum mengenai pertanggungjawaban 

pidana dalam konteks tindak pidana migas dan lingkungan hidup. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menerapkan analisis yudisial 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus 

LH/2025. Analisis ini ditujukan untuk menguji substansi dan ratio 

decidendi (dasar pertimbangan hukum) yang digunakan oleh 

Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): teori-teori hukum 

pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. 

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan dan mengelaporasi 

konsep-konsep seperti asas kesalahan dan penyertaan 

(medeplegen) untuk membedah dan menganalisis 

pertanggungjawaban pidana. 

d. Pendekatan Sosiologis (Socio-Legal Approach): Menganalisis 

faktor-faktor non-hukum yang secara empiris memperngaruhi 
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efektivitas penegakan hukum dan formulasi putusan hakim. 

Faktor-faktor yang ditelaah meliputi aspek sosial-ekonomi 

masyarakat lokal dan kendala kendala praktis di lapangan, seperti 

kompleksitas pembuktian hukum (data primer).11 

c. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori 

utama, yang selaras dengan penggunaan metode penelitian Normatif 

Empiris (yuridis-sosiologis) yang diadopsi, yaitu:. 

a. Data Sekunder (Data Hukum/Normatif) 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

d) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah daerah. 

e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

14 Tahun 2025 tentang kerja Sama untuk Peningkatan 

 
11 M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, (Jakarta: 

Prenadamedia Group), hlm. 135.  
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Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

f) Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-

LH/2025/PN Sekayu 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur 

hukum dan karya ilmiah yang relevan, yang berfungsi sebagai 

basis doktrinal dan teoritis. Sumber-sumber tersebut meliputi 

buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian 

sejenis yang membahas pertanggungjawaban pidana, hukum 

pidana lingkungan, dan asas penyertaan (Deelneming). 

b. Data Lapangan (Empiris Penunjang) 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian di lapangan melalui wawancara mendalam. Data ini 

berfungsi esensial untuk mengontekstualisasikan hasil analisis 

hukum putusan hakim dengan kondisi faktual (empiris) di lapangan, 

terutama dalam menelaah faktor-faktor non-hukum yang 

memengaruhi penegakan hukum. 

1) Informan Kunci (Narasumber) 

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

mereka yang memiliki keterlibatan langsung dan kompetensi dalam 

proses penegakan hukum pada perkara Nomor 273/Pid.Sus-

LH/2025. Informan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a) Penyidik Kepolisian (Polres Musi Banyuasin): 

Selaku pihak yang melakukan penyidikan awal, guna 

memperoleh data mengenai proses penangkapan, pengumpulan 

alat bukti di lokasi illegal drilling, serta konstruksi pasal 

penyertaan yang digunakan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

(BAP). 

b) Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Sekayu): 

Selaku pihak yang bertanggungjawab atas penuntutan perkara, 

guna mendapatkan informasi menganai pertimbangan hukum 

dalam penyusunan surat dakwaan, proses pembuktian di 

persidangan, serta kendala yuridis dalam menuntut 

pertanggungjawaban pidana para terdakwa. 

c) Hakim (Pengadilan Negeri Sekayu) 

Selaku pihak yang memeriksa dan memutus perkara, guna 

memperoleh perspektif mengenai pertimbangan hukum (ratio 

decidendi) dalam menjatuhkan sanksi pidana, terutama terkait 

penerapan Pasal 55 KUHP terhadap aktor-aktor yang terlibat. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan berdasarkan 

jenis data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah sebagai 

berikut:. 

a. Studi Dokumen/Kepustakaan (Library Research) 
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder (bahan 

hukum primer dan sekunder). Prosesnya meliputi: 

1) Inventarisasi Peraturan: dan penelaahan terhadap semua 

peraturan perundang-undangan terkait. 

2) Studi Putusan: Pengumpulan, pembacaan, dan analisis 

mendalam terhadap salinan Putusan Nomor 273/Pid.Sus-

LH/2025 guna membedah fakta hukum dan pertimbangan 

hakim. 

3) Studi Literatur: Pencatatan sistematis terhadap teori-teori 

hukum, asas-asas hukum, dan doktrin dari literatur buku serta 

jurnal ilmiah yang relevan dengan pertanggungjawaban 

pidana. 

b. Studi Lapangan (Wawancara Mendalam) 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer sebagai 

pendukung analisis terhadap kenyataan hukum di lapangan. 

1) Wawancara semi-terstruktur: Dilakukan kepada narasumber 

(Polisi, Jaksa, dan Hakim) guna mendapatkan informasi yang 

fleksibel namun tetap fokus pada pokok permasalahan. 

2) Pedoman wawancara: yang telah dipersiapkan, bertujuan untuk 

menggali informasi Menggunakan instrumen pedoman wawancara 

untuk menggali data mengenai proses penyidikan, strategi 

penuntutan, serta pertmbangan hakim dalam memutus perkara 

ilegal drilling tersebut. 



19 
 

 
 

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan 

memadukan penalaran hukum (legal reasoning) dan interprestasi fakta 

lapangan guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Tahapan 

analisis dibagi menjadi dua bagian utama: 

a. Analisis data normatif 

1) Metode: Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Penalaran 

Hukum (Legal Reasoning). 

2) Fokus Analisis Putusan: Menganalisis secara kritis ratio 

decidendi (dasar pertimbangan hukum) Putusan Nomor 

273/Pid.Sus-LH/2025/Sky. Analisis ini bertujuan untuk menilai 

kepatuhan (compliance) pertimbangan hakim terhadap asas-

asas dan teori hukum pidana yang relevan, dengan penekanan 

pada penerapan Asas Kesalahan dan Asas Penyertaan 

(Deelneming). 

b. Analisis Data Empiris 

Data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara diolah melalui 

tiga tahapan analisis kulaitatif sebagai berikut: 

1) Reduksi Data: Memfokuskan dan menyederhanakan data 

lapangan dengan menitikberatkan pada kendala pembuktian dan 

faktor-faktor non-hukum yang ditemukan. 

2) Penyajian Data: (Data Display): Menyusun data secara 

sistematis dalam bentuk deskripsi naratif agar keterkaitan antara 
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fenomena hukum mudah dipahami. 

3) Penarikan Kesimpulan: Data empiris digunakan sebagai alat 

kontekstualisasi untuk memperkuat argumen normatif terkait 

disparitas putusan serta kendala faktual yang memengaruhi 

penetapan pertanggungajwaban pidana dilapangan. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan dalam 

menjelaskan permasalahan penelitian secara menyeluruh, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, tinjauan terhadap studi terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat kajian teori sebagai dasar analisis dalam penelitian. 

Secara komprehensif, kajian ini meliputi: pengertian dan unsur-

unsur tindak pidana; konsep pertanggungjawaban pidana; asas 

penyertaan (Deelneming), khususnya Medeplegen; sistem dan 

tujuan pemidanaan; serta tinjauan mengenai praktik ilegal drilling. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana 

dalam praktik ilegal drilling minyak bumi serta bagaimana 

pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 
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Sekayu Nomor 273/Pid.Sus-LH/2025 terhadap pelaku lapangan 

yang turut serta (Medeplegen) dalam praktik illegal drilling minyak 

bumi. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian dan 

rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan kebijakan serta penegakan hukum terkait ilegal 

drilling minyak bumi. 
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